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BAB III 

PENUTUP 

B. KESIMPULAN 

Platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik yang 

beroperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan 

platform marketplace-nya dengan aman, andal, bertanggung jawab, dan 

membangun keterpercayaan publik atas pengoperasian serta penggunaan 

platform marketplace tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, PP 

PSTE, dan PP PMSE.   

Pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam 

kontrak jual beli barang elektronik bekas di platform tokopedia dianggap batal 

demi hukum. Dengan demikian perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak 

pernah terjadi. Apabila tidak ada penyelesaian antara penjual dan pembeli, pihak 

Marketplace Tokopedia selaku penyelenggara dan penyedia layanan wajib 

menyediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

komplain terkait konten atau produk yang dilarang, serta melakukan tindakan 

terhadap aduan atau komplain sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Layanan. 
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C. SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 

maka saran yang dapat penulis berikan yaitu : 

1. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi tentang pemahaman 

mengenai PP PMSE untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai tanggungjawab penyedia platform dalam kontrak elektronik di 

E-commerce. 

2. Bagi para pelaku usaha yang melakukan penjualan melalui media 

elektronik atau E-commerce sebaiknya melaksanakan usahanya dengan 

jujur dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. 

3. Bagi para konsumen hendaknya teliti dan jeli mengenai perjanjian dan 

pencantuman klausula baku yang ditetapkan oleh penjual. 
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